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 ABSTRAK 
 Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang 
dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang (Qard) 
yang dilakukan secara berkala dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan 
untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Arisan masuk ke 
dalam kategori qard yang bentuknya berupa pinjaman tanpa mengharapkan 
imbalan dan dapat ditagih kembali setelah waktu yang ditentukan. Arisan 
dijadikan sebagai sarana berkumpul nya masyarakat dalam kegiatan tabarru‟ 
(tolong menolong). Pelaksanaan arisan yang terjadi di PKDP Bandar Jaya 
menggunakan sistem bayaran yang berbeda dengan arisan pada umumnya, sistem 
yang digunakan adalah dengan pembayaran sejumlah uang bagi anggota arisan 
yang ingin didahulukan untuk memenangkan arisan. Pelaksanaan arisan seperti ini 
tak jarang menimbulkan permasalahan terutama dari segi hukumnya, oleh karena 
itu penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik arisan dengan sistem bayaran. 
 Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah 
diantaranya adalah, bagaimana mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem 
bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya, dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerimaan 
arisan uang dengan sistem bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di 
Bandarjaya, dan untuk tinjauan hukum Islam tentang mekanisme penerimaan 
arisan uang dengan sistem bayaran. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 
riset yang bersumber langsung pada PKDP Bandar Jaya dengan menggunakan 
metode observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tempat penelitian, metode 
wawancara (interview) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 
responden, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip 
yang menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan datanya dengan teknik editing 
terhadap data yang diperoleh, organizing yaitu menyusun data yang telah 
diperoleh, analizing yaitu analisis data sehingga dapat difahami dengan baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa, Mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran 
pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandar jaya, tidak sesuai dengan 
syariat Islam karena semakin lama seseorang peserta memenangkan arisan, 
semakin banyak pula kuntungan yang diperoleh dan semakin cepat seseorang 
memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. 
Penerimaan arisan uang pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandarjaya 
pada praktiknya adalah haram karena adanya penambahan yang merupakan 
kelebihan dari pembayaran utang yang seharusnya di tiadakan, karena kelebihan 
tersebut tergolong dalam perbuatan riba qard dan arisan uang dengan sistem 
bayaran tersebut menjadi haram hukum nya menurut ketentuan hukum Islam. 
 
 
 MOTTO 
 
                            
                                    
                                   
   
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah – 275) 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan 
menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, 
maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 
terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem 
Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman di 
Bandarjaya)”. 
Adapun Beberapa Istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 
diuraikan adalah sebagai berikut : 
Hukum Islam merupakan hasil daya upaya para fuqaha dalam 
menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan mayarakat, dapat pula 
dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat 
diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi 
masyarakat dan masa.
1
 
Penerimaan merupakan proses, cara, perbuatan menerima.
2
 
Penerimaan uang dari hasil undian atau kocokan arisan. 
                                                             
1
 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizky 
Putra, 2001), h. 21. 
2
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), h. 1509. 
 Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang 
bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk 
menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah 
pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.
3
 
Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima 
untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.
4
 
Bayaran adalah uang yang dibayarkan; biaya; ongkos.
5
 Bayaran yang 
dimaksud adalah untuk mendapatkan uang arisan pada giliran pertama. 
Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bandar Jaya adalah merupakan 
suatu organisasi para perantau Minangkabau yang berasal dari wilayah 
administrasi Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman dan sekitarnya yang 
merantau dan tinggal di daerah Bandar Jaya. 
Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka dapat 
disimpulkan dari penegasan judul ini adalah meninjau serta menganalisis dari 
ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai penerimaan arisan uang dengan 
sistem bayaran di PKDP Bandar Jaya. 
B. Alasan Memilih Judul  
Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan 
Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga 
Daerah Piaman di Bandarjaya)’’ adalah : 
                                                             
3
 Ibid., h. 90. 
4
 Nopirin,  Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: BPFE, 1992),  h. 2   
5
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 153. 
 1. Secara Objektif, karena sistem pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh 
pemuda pemudi Sumatera Barat di Bandarjaya dikhawatirkan tidak sesuai 
dengan ajaran hukum Islam. 
2. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang 
sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di bidang Hukum 
Ekonomi Syari’ah (Muamualah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan 
Lampung, yang dimana kajian tentang Praktik qard (utang) dan riba 
(tambahan) merupakan salah satu kajian dalam bidang Muamalah yang  
dilihat dalam Perspektif Hukum Islam. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia dalam kehidupan nya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai 
makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya.
6
 Manusia dikatakan sebagai 
makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan 
segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan 
pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan 
oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. 
Setiap manusia, terdapat dorongan atau pun kebutuhan untuk 
berinteraksi dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud 
didasari oleh adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. 
Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan 
muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya 
interaksi antar sesama manusia. Dalam bermu’amalah ada bermacam-macam 
                                                             
6
 Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, danRidwan Effendi, Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar (Jakarta: Kencana, 2009), h. 48. 
 bentuk dan cara di antaranya dengan jual beli, gadai, jaminan dan 
tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta 
dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang 
temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, dan sebagainya.
7
 
Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) 
dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak 
dan kewajiban masing-masing sesusi dengan prinsip syariah.
8
 Adapun akad 
dalam muamalah yaitu akad qard (piutang). 
Qard adalah pemberian harta kepada orang lain sebagai pinjaman 
tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.
9
 Jadi dapat 
disimpulkan bahwa qard bersifat sementara karena adanya pengembalian 
dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus 
ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut. jika ada 
imbalan atau tambahan atas peminjaman tersebut tergolong riba yaitu 
tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu 
dari dua orang yang mengadakan akad.
10
 
Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam 
masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena 
sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas 
tersebut belum Pernah ada pada masa Rasulullah saw. Hal ini dilatar 
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 belakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang 
berbeda. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh 
sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. 
Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang 
dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang 
dilakukan secara berkala. Arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang 
telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. 
Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu 
sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan 
sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam 
arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang 
mengikutinya. 
Selain itu, arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah 
untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung 
dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai 
pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali 
sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal utang piutang, terdapat 
pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur 
adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain 
yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum 
memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan 
modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu.  
 Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam 
menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling 
tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan. Sebagaimana 
dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi : 
                       
            
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya.”11 
Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, 
uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita 
peroleh.
12
 Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan 
oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bias dicicil 
tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti 
menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil. Arisan dijadikan sebagai sarana 
berkumpul nya masyarakat dalam kegiatan tabarru‟ (tolong menolong) 
meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat 
diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang 
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 piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali 
persaudaraan di antara sesama dengan dilakukan nya perkumpulan antar 
sesama peserta arisan. 
Selanjutnya, arisan yang berlaku di dalam masyarakat juga memiliki 
objek dan pola yang berbeda. Ada yang berbentuk uang, benda, proyek, 
sembako dan sebagainya. Selain itu, pola yang digunakan juga beraneka 
ragam seperti menggunakan pola undian, jual beli, gadai dan lainnya. Seperti 
hal nya arisan yang berlaku di persatuan keluarga daerah piaman daerah 
Bandarjaya. 
Arisan yang berlaku di Persatuan keluarga daerah Piaman daerah 
Bandarjaya salah satunya adalah arisan uang dengan menggunakan sistem 
bayaran. Sistem bayaran yang diberlakukan yaitu dengan melakukan 
penawaran bayaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau 
mendapatkannya. Namun, terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya yaitu 
dalam bentuk objeknya. Objek dari lelang yaitu barang yang unik atau langka, 
sedangkan di dalam arisan, yang dimaksud dengan bayaran adalah untuk 
mendapatkan kesempatan sebagai pemenang arisan pada periode tertentu. 
Adapun pihak yang dapat memenangkan arisan uang dengan sistem 
bayaran ini adalah pihak yang mampu memberi bayaran lebih kepada peserta-
peserta yang belum memenangkan arisan tersebut, total pendapatan yang 
seharusnya diperoleh dikurang dengan jumlah bayaran yang akan diberikan 
untuk memenangkan nya. Selanjutnya, uang bayaran tersebut dibagikan 
kepada pihak peserta arisan yang belum pernah memenangkan arisan 
 tersebut, sedangkan peserta yang sudah pernah memenangkan arisan tersebut 
tidak mendapatkan bagian. Misalkan jumlah peserta arisan terdiri dari 4 orang 
yaitu budi, fuad, cici, dan siti. setiap peserta arisan membayar Rp. 1.000.000,- 
setiap bulan sehingga jumlah total uang yang terkumpul dari peserta arisan 
adalah sebesar Rp. 4.000.000,-. Dari keempat peserta arisan arisan tersebut 
budi melakukan penawaran pembayaran untuk mendapatkan pemenang pada 
periode pertama dengan menawarkan bayaran sebesar Rp. 600.000,- dari 
jumlah total uang yang Ia dapatkan. Uang perolehan yang seharusnya ia 
dapatkan dikurangi dengan jumlah tawaran bayaran yang ia berikan sehingga 
total perolehan yang ia sebesar Rp. 3.400.000,- sedangkan uang bayaran 
tersebut dibagikan kepada ketiga peserta arisan yang lain dengan masing 
masing sebesar Rp. 200.000,-  perorang. 
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa semakin lama seseorang 
peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula kuntungan yang diperoleh 
dan semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit 
keuntungan yang diperoleh. 
Selain itu, para peserta yang sudah memenangkan arisan ini, tidak 
dapat keluar begitu saja. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab untuk 
mengembalikan uang kepada peserta lain yang belum memenangkannya. Dari 
sini terlihat bahwasannya telah terjadi utang piutang di antara para peserta 
arisan. 
Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah akad Qard (piutang). 
Dalam hukum Islam utang piutang atau Qarḍ diperbolehkan apabila jumlah, 
 berat ataupun jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan 
nantinya oleh si peminjam.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan 
penelitian untuk memahami dan menjelaskan akad Qarḍ atau utang piutang 
yang menjadi akad di dalam arisan dengan sistem bayaran tersebut dan juga 
prinsip keadilan yang diberlakukan di dalamnya. Dengan demikian, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada 
Persatuan Keluarga Daerah Piaman Di Bandarjaya)”. 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis simpulkan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1.   Bagaimana mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran 
pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya? 
2.   Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan 
sistem bayaran? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1.   Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem 
bayaran pada persatuan keluarga daerah piaman di Bandarjaya. 
b. Untuk tinjauan hukum Islam tentang mekanisme penerimaan arisan 
uang dengan sistem bayaran. 
2.   Kegunaan Penelitian  
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan 
bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang pandangan 
hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas 
Syariah  UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilaksanakan, metode penelitian ini serigkali dikacaukan dengan prosedur 
penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal 
tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.
13
 
1.   Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang penyusun  gunakan adalah jenis 
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang 
langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Mengingat 
dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam 
pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber 
pada toko gadai swasta. 
Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga 
menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research, 
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 yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik 
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.
14
 
Alasannya untuk memperkuat data-data yang diperoleh dilapangan. 
b.   Sifat Penelitian  
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif 
analisis, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, 
suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku. Di 
dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, 
analisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang ada 
dilapangan. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana 
penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran menurut perspektif 
hukum Islam. 
2.   Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli atau pihak pertama.
15
 Adapun yang 
menjadi sumber data premier dalam penelitian ini adalah data yang 
didapat dari mewawancarai peserta arisan uang di Persatuan 
keluarga daerah Piaman. 
b. Data Sekunder 
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 Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, 
yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-
buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan 
judul penelitian yang dimaksud. 
3.   Populasi dan Sample 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai 
yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, 
lembaga, media dan sebagiannya. Dalam hal ini populasi berjumlah 
20 orang yang mengikuti arisan Persatuan Keluarga Daerah Piaman. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang 
diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. 
Menurut Suharsini Arikounto apabila subyeknya kurang dari 100 
maka lebih baik jika diambil semua.
 16
 Sehingga sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari beberapa populasi yang ada yang berjumlah 
20 orang yang mengikuti arisan Persatuan Keluarga Daerah Piaman. 
4.   Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau 
keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 
seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung 
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 penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
17
 
a. Wawancara  
Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah 
dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewancara kepada 
responden, jawaban-jawaban dicatat atau direkam.Untuk melengkapi 
data laporanyang sedang diteliti. Pada praktiknya penulis 
menyiapkan pertanyaan yang telah ditentukan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti, dalam hal ini peneliti mewancarai peserta 
arisan uang Persatuan   keluarga daerah Piaman. 
b. Observasi 
Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka 
mengumpulkan data dalam suatu penelitian, atau suatu studi yang 
disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial 
dengan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. 
5.   Pengolaan Data 
Setelah data dikumpulkan  melalui beberapa tahapan diatas, 
peneliti di dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut: 
a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
18
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 b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan 
penggolongannya setelah diadakan pengecekan. 
c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir 
presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan 
peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.
19
 
6.   Metode analisis data  
Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis 
sesuai dengan sasaran permasalahan, dalam hal ini dianalisis secara 
deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang 
berprilaku yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir 
induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang 
kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut 
ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
20
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Akad Dalam Islam 
1.   Pengertian Akad 
Secara bahasa (etimologi) ‘Aqad memiliki beberapa arti antara lain, 
dari kata ( ُطْب َّرلا)  yang berarti mengikat, ُ )ُ ٌةَدْقَعُ ( berarti sambungan,    (  ُد هَعَْلا ) 
berarti janji. Istilah ‘ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan 
seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu 
dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat 
sesorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, 
tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. 
Perkataan ‘aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu 
bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui 
janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan 
janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua 
orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut 
perikatan (‘aqad).21 
Secara istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah perikatan ijab 
dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah 
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 pihak.22 Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) 
akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 
Akad dalam hukum Indonesia disebut perikatan. Perikatan adalah 
terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda verbintenis. Perikatan 
artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang 
mengikat itu adalah peristiwa hukum dapat berupa perbuatan seperti: jual 
beli, utang-piutang, upah mengupah, dan hibah. Pristiwa hukum tersebut 
menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lainnya. 
Dalam hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. 
Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak 
lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak 
yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan 
pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut debitor.23 
2.   Dasar Hukum Akad 
Adapun dasar hukum tentang akad baik dari Al-Qur’an dan As-Sunnah 
adalah sebagai berikut: 
 
 
a. Dasar Hukum dari Al-Qur’an 
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 Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-
Maidah ayat 1 sebagai berikut: 
                   
                         
       
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.24 
Ayat di atas diawali dengan perintah kepada setiap orang yang 
beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada 
Allah maupun janji kepada sesama manusia dan berdasarkan ayat 
tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu 
hukumnya wajib. 
Adapun istilah Al-Ahdu atau perjanjian seperti yang dijelaskan 
dalam Al-Qur’an surat Al-Imran (3) ayat 76 sebagai berikut:  
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                         
Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.25 
Istilah ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan 
seseorang mengerjakan sesuatu dan  tidak ada sangkut-pautnya dengan 
orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan 
persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak 
berpengaruh kepada perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut, seperti 
yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat 
orang yang membuatnya.26 
b. Dasar Hukum dari As-Sunnah 
Hadits tentang akad salah satunya diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf 
yang berbunyi: 
 ٍعِفَان ْنَع ، ٌكِلاَم َانَر َبْخَأ َرَمُع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع ، ُهَّللا َيِضَر ،
 هيلع للها ىلص ِللها َلوُسَر َّنَأ اَمُه ْ نَع َلَاق ملسو ُّلُك ِناَعِياَبَتُمْلا :
 ِراَِيْلْا َعْي َب َّلاِإ َاقَّرَف َت َي َْلَ اَم ِهِبِحاَص ىَلَع ِراَِيْلِْاب اَمُه ْ نِم ٍدِحاَو27  
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 Ibid., h. 59.  
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 Sohari dan Ru’fah, Fiqh Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 42  
27 Hadits bukhori 
 Artinya: Dikabarkan kepadanya hadist dari Malik dan beliau mendapatkan 
Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma. 
Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Dua orang 
yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas 
lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR 
Bukhori dan Muslim). 
Berdasarkan hadits di atas menjelaskan bahwasananya setiap orang 
di perbolehkan dan dibebaskan untuk melakukan sebuah akad dan 
diberikan hak kepadanya untuk meneruskan akad tersebut atau 
membatalkannya, hal itulah yang menjadi dasar hukum akad dari as-
Sunnah. 
c. Dasar Hukum dari Ijma’ 
Para ulama telah sepakat mengenai ketentuan akad bahwa akad 
adalah sesuatu perbuatan yang mengawali adanya perjanjian ikatan. Akad 
telah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian baik dalam 
bentuk lisan ataupun tertulis yang memuat ketentuan mengenai hak-hak 
dan kewajiban para pihak.28 
3.   Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yag 
sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-
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 masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang 
diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:29 
1) „Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, 
misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-
masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan 
sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. 
Seseorang yang berkakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid 
ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. 
2) Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 
(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang 
dalam akad kafalah. 
3) Maudhu‟ al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam 
akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari 
penjual kepada pemberli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah 
ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk 
dimilikinya tanpa ada pengganti („iwadh). Tujuan pokok akad 
ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. 
Tujuan pokok pinjaman (i‟arah atau al‟ariyah) adalah memberikan 
manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 
2010), h.51. 
 4) Shighat al‟aqd ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul 
ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang 
diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam 
pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 
sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang 
tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah 
Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan 
pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos. 
b. Syarat Akad 
Syarat akad menurut pendapat Madzhab Hanafi bahwa syarat yang 
ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak 
(fasid) dan syarat yang batal (bathil) dengan penjelasan berikut ini:30 
1) Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, 
mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh 
syara‟, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (urf). Misalnya harga 
barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih 
(khiyar) dan syarat sesuai dengan „urf, dan adanya garansi. 
2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu 
kriteria yang ada dalam syarat sahih. Misalnya, memberi mobil 
dengan uji coba dulu selama satu tahun. 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 
2012), h. 20. 
 3) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat 
shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau 
lainnya, akad tetapi malah menimbulkan dampak negatif. 
Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh 
mengendarai mobil yang telah dibelinya. 
Syarat dalam pembentukan akad dibedakan menjadi 2 yaitu, syarat 
umum dan khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut:31 
1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat 
tersebut meliputi: 
a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak; tidak sah 
orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, 
orang dibawah pengampunan (majhur) karena boros, dan 
lainnya; 
b) Yang dijadikan objek akad menerima hukumnya; 
c) Akad itu diizinkan oleh syariat selama dilakukan oleh orang 
yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan aqid yang 
memiliki barang; 
d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariah, seperti 
jual beli mulasamah; 
e) Akad dapat memberi faidah sehingga tidak sah bila rahn 
dianggap sebagai imbangan amanah; 
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 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 
h.30. 
 f) Ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka, bila 
orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul 
maka ijabnya batal; 
g) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila orang yang 
berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut 
menjadi batal. 
2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan 
tidak disyariatkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut 
syarat tambahan (idhafi) yang harus ada di samping syarat-syarat 
umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan. 
4.   Macam-Macam Akad 
Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan 
dijelaskan macam-macam akad:
32
 
a. „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 
selesainya akad. Pembayaran akad diikuti dengan pelaksaan akad 
ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak 
pula ditentukan waktu pelaksaan setelah adanya akad. 
b. „Aqad Mu‟alaq yaitu ialah akad yang di dalam pelaksaannya terdapat 
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya 
pembayaran. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 50. 
 c. „Aqad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-
syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 
pelaksanannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum 
mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah 
ditentukan. 
Selain akad munjiz, mu’alaq, dan mudhaf, macam-macam akad       
beraneka ragam tergantung dari sudut tinjaunnya. Karena adanya 
perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-seegi berikut. 
a. Ada dan tidaknya qismah pada akad, maka akad terbagi dua bagian: 
1) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara’ dan telah 
ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah. 
2) Akad gahir musammah ialah akad yang belum ditetapkan oleh 
syara’ dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. 
b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua 
bagian: 
1) Akad musyara‟ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara’ 
seperti gadai dan jual beli. 
2) Akad mamnu‟ahialah akad-akad yang dilarang syara seperti 
menjual anak binatang dalam perut induknya. 
c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua: 
1) Akad shahihah, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, 
baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum. 
 2) Akad fasihah, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena 
kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun 
syarat khusu, seperti nikah tanpa wali. 
d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua: 
1) Akad „ainiyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan 
barang-barang seperti jual beli. 
2) Akad ghair „ainiyah yaitu akad yang tidak disertai dengan 
penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang 
pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah. 
e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian: 
1) Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu seperti akad 
pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat 
nikah. 
2) Akad ridha‟iyah, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara 
tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad 
pada umumnya. 
f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua 
bagian: 
1) Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari 
penghalang-penghalang akad. 
2) Akad mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan 
persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku 
setelah disetujui pemilik harta) 
 g. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian: 
1) Akad mu‟awadlah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik 
seperti jual beli. 
2) Akad tabaru‟at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian 
dan pertolongan, seperti hibah. 
3) Akad yang tabaru‟at pada awalnya dan menjadi akad mu’awadhah 
pada akhirnya seperti qaradh dan kafalah. 
h. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi 
tiga bagian: 
1) Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak 
kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh. 
2) Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oelh pemilik benda, 
bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (ida‟). 
3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi 
merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah, 
seperti rahn (gadai). 
i. Tujuan akad, dari segi tujuan akad dapat dibagi menjadi lima 
golongan: 
1) Bertujuan tamlik, seperti jual beli 
2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti 
syirkah atau mudharabah. 
3) Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti rahn 
dan kafalah. 
 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiayah. 
5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti ida‟ atau titipan. 
 
 
 
5. Berakhirnya Akad 
Berakhirnya suatu akad apabila unsur-unsur di bawah ini 
terpenuhi, di antaranya:
33
 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 
waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 
mengikat. 
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir 
jika: 
1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu 
rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; 
2) Berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah; 
3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan 
4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. 
B. Qard (Utang piutang) 
1.   Pengertian Qard 
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
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 Berbicara mengenai utang piutang bukanlah suatu hal yang asing 
didengar, dikarenakan utang piutang sering dilakukan oleh masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan perjanjian antara 
pihak yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman. Pada 
umumnya objek yang diperjanjikan adalah uang.
34
 
Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam 
dan keadaan yang sama pula.
35
 
Utang piutang (qard) dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu 
qarḍ yang mulanya merupakan akad kebajikan atau akad yang bersifat 
sosial namun ketika di akhir akad ini berubah menjadi akad yang bersifat 
timbal balik. Qarḍ merupakan bentuk maṣdar (kata kerja yang 
dibendakan) dari qaraḍa asy-sya‟i yaqriḍu, yang berarti dia 
memutuskannya. Secara etimologi, qarḍ berarti al-qaṭ‟ yang berarti 
potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtariḍ (debitur) dinamakan 
qarḍ sebab merupakan potongan dari harta muqriḍ (kreditur).36 
Selain itu, al-qarḍ dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang 
diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Dalam definisi lain dikatakan 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.   
 bahwasannya qarḍ adalah pinjaman yang dapat diperdagangkan, yang 
kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.
37
 
Adapun qarḍ secara terminologis yaitu harta yang diberikan oleh 
kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur 
mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah 
mampu untuk membayarnya.
38
 Di samping itu, qarḍ secara terminologis 
juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam hal meminjam harta 
kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
39
 Jadi dapat disimpulkan 
bahwa qarḍ bersifat sementara dikarenakan adanya pengembalian di 
kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara 
sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman 
tersebut. 
2.   Dasar Hukum Qard 
Adapun yang menjadi dasar hukum ataupun landasan hukum dari 
utang piutang dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an, Hadits dan juga ijmā’. 
Dasar hukum utang piutang terdapat di dalam Al-Qur’an pada surah Al-
Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut: 
a. Dasar Hukum dari Al-Qur’an 
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                     
                  
Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta 
melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan”.40  
Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT. sangat 
menganjurkan dan mendorong umat Islam agar menafkahkan hartanya di jalan 
Allah. Kemudian, Allah akan memberi penghargaan kepada umat yang 
melaksanakan anjuran tersebut dengan melipat gandakan pahala sebagai 
balasan atas pinjaman tersebut. 
Selain itu, dasar hukum utang piutang juga terdapat di dalam Al-Qur’an 
pada surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut: 
                      
                  
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). 
h. 60.  
                          
                   ...  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari 
hutangnya....”41 
Ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan umat 
Islam untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang dilakukan secara 
tidak tunai (utang piutang) baik tentang jumlah utang maupun tentang waktu 
pengembalian atau pembayarannya. Selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan 
tentang perlunya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi 
utang piutang, agar masing-masing pihak tidak dapat berlaku curang dan 
menzalimi pihak yang lain. 
b. Dasar Hukum dari As-Sunnah 
Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an, terdapat pula dalam 
hadits seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:  
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda: 
                                                             
41
Ibid., h. 70.  
   ْنِم ًَةبْرُك ُهْنَع ُللها َس َّف َن ،اَي ْن ُّدلا ِبَرُك ْنِم ًَةبْرُك ٍنِمْؤُم ْنَع َس َّف َن ْنَم
 َع ُللها َر َّسَي ٍرِسْعُم ىَلَع َر َّسَي ْنَمَو ،ِةَماَيِقْلا ِمْو َي ِبَرُكاَي ْن ُّدلا فِ ِهْيَل  
 َِةرِخْلْاَو42  
Artinya: “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim 
dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya 
kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi 
kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya 
Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.”43 
Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda: 
 َم اًضْر َق اًمِلْسُم ُضِرْق ُي ٍمِلْسُم ْنِم اَم ًةَّرَم اَهَِتقَدَصَك َناَك َّلاِإ ِْيْ َتَّر44  
Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain 
dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”45 
Hadits di atas menjelaskan bahwasannya memberikan utang kepada 
orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah 
dibandingkan bersedekah. Allah memberikan ganjaran kepada orang yang 
memberi utang dengan melipat gandakan dua belas kali lipat. Sedangkan 
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 kepada orang yang bersedekah, Allah memberikan balasan dengan melipat 
gandakan sepuluh kali lipat saja. 
Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan juga Hadits yang telah dipaparkan di 
atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah tidak melarang umat-Nya untuk 
melakukan utang piutang terhadap sesama. Bahkan Allah akan memberikan 
balasan kepada orang yang memberikan utang dengan balasan yang berlipat 
ganda. 
c.Dasar Hukum dari Ijma’ 
Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. 
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 
pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki 
segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah 
menjadi satubagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang 
sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.46 
Selain itu, utang piutang (qarḍ) juga termasuk salah satu sarana 
ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., karena memberikan utang 
berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka 
dan menghilangkan kesusahan mereka. Dalam hal ini, Islam menganjurkannya 
kepada kreditur. Namun juga sebaliknya, Islam juga membolehkan kepada 
debitur serta tidak memasukkannya kepada kategori meminta-minta karena 
debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan 
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 kebutuhan hidupnya lalu mengembalikannya dengan hal yang serupa 
dengannya.47  
Meskipun utang piutang dibolehkan di dalam Islam, namun ada 
beberapa hal yang dapat membuat hukum qarḍ (utang piutang) berubah 
dikarenakan situasi-situasi yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Oleh 
karena itu, hukumya dapat berubah sebagai berikut:  
d. Haram, apabila seseorang yang memberi pinjaman mengetahui bahwa 
pinjaman itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang dalam 
Islam. Misalnya seperti berjudi, untuk meminum khamar dan melakukan 
perbuatan haram lainnya.  
e. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam 
akan menggunakan hartanya bukan untuk kemashlahatan tetapi untuk 
berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu pula jika peminjam 
mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman 
tersebut.  
f. Wajib, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam 
membutuhkan hartanya untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya 
sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak 
memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara 
meminjam.48 
3.   Rukun dan Syarat Qard 
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 a. Rukun Qard 
Rukun qarḍ (utang piutang) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu 
ṣigat, aqidain dan harta yang diutangkan. 
1) Ṣigat (ijab dan qobul) 
Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah suatu pernyataan 
kehendak yang muncul dari satu pihak untuk melahirkan adanya suatu 
tindakan hukum. Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut dapat 
terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang apabila penawaran 
tersebut diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah akad.49 
Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah pernyataan 
kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya terciptalah suatu akad. 
Qabul terdiri atas beberapa syarat yaitu kejelasan maksud, ketegasan isi 
dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.50 
Mengenai ṣigat (ijab qabul), terdapat perbedaan pandangan di 
antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad qarḍ dapat 
dilakukan dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara 
mu’aṭah. Sedangkan menurut Syafiiyah cara mu’aṭah dipandang tidaklah 
cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.51 
2) Aqidain 
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 Yang dimaksud dengan aqidain adalah dua pihak yang 
melakukan transaksi, yakni pemberi utang (piutang) dan pengutang. 
Orang yang berutang dan yang berpiutang dapat dikatakan sebagai 
subyek hukum, dikarenakan yang menjalankan transaksi di dalam akad 
ini adalah kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kecakapan di antara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum. 
Seseorang yang mempunyai kecakapan adakalanya melakukan 
perbuatan hukum secara sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. 
Perbuatan hukum yang dipandang sempurna apabila dilakukan oleh 
orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum. Selain itu juga, seseorang tersebut telah 
mempunyai pertimbangan pemikiran yang sempurna dan dapat 
melakukan perbuatan hukum dengan tidak bergantung pada orang 
lain.52 Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki kecakapan yang 
sempurna dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan izin dari 
walinya. 
Tamyiz adalah sebuah istilah untuk seseorang yang telah 
dipandang cakap di dalam Islam. Dalam masa ini, seseorang telah 
mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan 
buruk. 
Orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai 
kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang 
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 piutang tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sehingga dapat 
terpenuhi adanya prinsip saling rela di antaranya. Oleh karena itu, 
tidaklah sah utang piutang yang dilakukan karena adanya paksaan. 
Qarḍ juga tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak 
mampu mengelola harta.53 Hal tersebut dikarenakan qarḍ berkenaan 
dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang 
cakap dalam mengelola harta. 
3) Harta yang diutangkan 
Adapun rukun dari objek qarḍ antara lain: 54 
a) Harta berupa harta yang ada padanya. Maksudnya, harta yang satu 
sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang 
mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang 
ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 
b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah 
mengutangkan manfaat (jasa). 
c) Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat 
diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Sehingga ketika pada 
saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak menyulitkan, sebab 
harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai yang diterima. 
Mengenai harta yang sah dijadikan objek dalam qarḍ terdapat 
perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya yaitu ulama 
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 Hanafiyah berpendapat bahwa qarḍ dipandang sah pada harta mitsil, 
yaitu sesuatu yang tidak dapat terjadi perbedaan yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan nilai. Adapun yang diperbolehkan seperti benda-
benda yang dapat ditimbang, ditakar atau dihitung. 
Jumhur ulama membolehkan pada setiap benda yang dapat 
diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qarḍ atas 
manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan 
besoknya teman tersebut mendiami rumahnya. Akan tetapi Ibn 
Taimiyah membolehkan adanya qarḍ atas manfaat.55  
 
b. Syarat Qard 
Wahbah al-zunaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat 
syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard, yaitu: 56 
1) Akad qard  
  Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan Kabul atau bentuk 
lain yang dapat menggantikan nya, seperti muatah (akad dengan 
tindakan/saling memberi saling mengerti). 
Metode dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu: 
a) Akad dengan lafadz 
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  Akad dengan ucapan adalah shighat akad yang paling 
banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan 
cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan 
masing-masing serta menunjukkan keridhaannya. Akad dengan 
ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang 
dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa 
menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumhur ulama, kecuali 
akad pernikahan.
57
 
b) Akad dengan perbuatan 
 Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak 
digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang 
menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan 
barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum 
terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di 
antara para ulama berbeda pendapat seperti ulama Hanafi dan 
Hambali membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang 
yang sudah diketahui secara jelas oleh manusia secara umum.
58
 
 Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan 
terhadap benda baik benda tersebut jelas diketahui oleh manusia 
secara umum ataupun tidak, kecuali akad pernikahan.
59
 
Sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa akad dengan 
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 perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat 
terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu 
yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. 
Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara 
sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat 
atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim.
60
 
c) Akad dengan isyarat 
 Akad seperti ini diperbolehkan bagi mereka yang tidak 
dapat melakukan akad secara lisan, akan tetapi jika tulisan nya 
baik dan dapat digunakan, lebih dianjurkan untuk melakukan 
akad secara tertulis. 
 
 
d) Akad dengan tulisan 
 Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang 
mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut 
harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab 
tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah. Namun demikian, 
dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua 
orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri 
oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, 
kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara. Ulama Syafi’iah 
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 dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah 
sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang 
akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan 
tidak dibutuhkan.
61
 
2) Para Pihak dalam Akad 
  Para pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, 
baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard  sebagai 
akad tabarru’, maka akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, 
orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukum nya tidak sah. 
Beberapa syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan Pihak 
dalam qarḍ, diantaranya sebagai berikut:62 
a) Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman utang kepada 
saudaranya dengan syarat diberi pinjaman utang juga kepadanya 
manakala dia sudah mengembalikan utangnya. Hal ini tidak 
dibolehkan karena memberi pinjaman dengan adanya syarat tertentu 
sama saja dengan mengambil keuntungan dan keuntungan dari suatu 
pinjaman utang adalah termasuk ke dalam riba. 
b) Hendaknya pemberi utang adalah orang yang boleh bertindak 
(berwenang pada hartanya), dewasa, berakal, dan sesuai dengan 
syariah. Dengan demikian pemberiannya adalah sah.  
c) Pemberi utang tidak boleh mensyaratkan kelebihan atas 
pengembalian dalam pinjaman tersebut. Hal ini tergolong ke dalam 
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 bentuk riba. Pemberi pinjaman dilarang untuk mengambil kelebihan 
dan hanya diperbolehkan untuk mengambil uang yang diutangkan 
saja.  
d) Bila yang berutang (debitur) membayar kepada pemilik piutang 
(kreditur) dengan memberikan kelebihan ataupun memberikan 
sesuatu yang tidak disyaratkan oleh pihak kreditur, maka hal ini sah 
karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari 
pihak debitur.  
e) Pemberi utang (kreditur) hanya boleh memberikan utang kepada 
debitur terhadap harta yang dimilikinya.  
f) Transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman sekarang 
termasuk ke dalam muamalah yang dilarang karena mengandung 
unsur riba, yakni berupa akad pemberian kredit antara pihak bank 
dengan orang yang membutuhkan. Lalu pihak bank memberikan 
sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah 
ditentukan di mana pihak bank mengambil bunga atas sejumlah uang 
pinjaman, atau pihak bank dengan yang berutang (debitur) sepakat 
atas nilai jumlah utang kemudian bank memberinya jumlah yang 
lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan 
ketentuan pihak yang berutang (debitur) tetap harus membayar 
keseluruhan. Misalnya seorang debitur berutang uang ke bank 
sejumlah 100.000, lalu bank hanya memberinya 80.000 saja, dengan 
memberikan persyaratan kepada pihak yang berutang (debitur) 
 untuk tetap harus membayar 100.000. ini termasuk riba yang juga 
diharamkan. 
3) Hata Sebagai Objek Qard 
  Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah 
harta yang ada pada umumnya dipasaran, dan diketahui nilainya, 
sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard 
dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. 
4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas 
agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan 
di antara para pihak yang melakukan akad qard.  
Al-zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad qard, 
pertama, qard tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi 
pihak yang meminjamkan. Kedua, akad qard tidak dibarengi dengan 
transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. 
Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan 
bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana 
waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam 
qard, pihak peminjam tidak mengulur-ngulur waktu pengembalian 
pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan. 
Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa 
dalam akad qard, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada 
pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari 
penyalahgunaan pinjaman atau qard. 
 Berbagai syarat yang telah dijelaskan di atas harus terpenuhi saat 
akad qard. Sah atau tidak nya suatu akad tergantung terpenuhi atau tidak 
nya rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku. 
4.   Macam-Macam Qard 
Adapun macam-macam dari qard dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu:63 
 
 
a. Qardh al-hasan,  
 Yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang 
dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya qardh 
al-hasan ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur’an surat At Taubah ayat 60 
yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, 
yang salah satunya adalah Gharim yaitu pihak yang mempunyai utang di 
jalan Allah. Melalui qardh al hasan maka dapat membantu sekali orang 
yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada 
orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang 
tersebut kepada pihak yang meminjami. Keberadaan akad ini merupakan 
karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan 
pada prinsip tolong menolong. 
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 b. Al-qardh  
 Yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban 
mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. 
5. Berakhirnya Akad Qard 
Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah 
disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang 
berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. 
Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak 
diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan 
kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, 
meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal 
tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo.  
Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan 
sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan 
untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah surat Al-baqarah (2) ayat 280 sebagai berikut: 
                             
         
 Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 
tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”64 
C. Riba 
1.   Pengertian Riba 
Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di 
dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. 
Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan 
umat Islam. Pertama, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari 
adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur 
kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya larangan riba 
dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi 
dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak 
yang sangat merugikan masyarakat.
65
 
Secara etimologi, riba berarti tambahan. Adapun yang dimaksud 
dengan hal tersebut adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit ataupun 
banyak. Riba menurut istilah adalah tambahan yang didapat dari modal harta 
yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu.66 Ulama 
fikih mendefinisikan riba yaitu adanya suatu kelebihan harta dalam suatu 
muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Maksudnya, tambahan 
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 terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat adanya suatu transaksi utang 
piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh 
tempo.67 
Namun tidak semua tambahan termasuk ke dalam riba menurut 
syariat, dan bukan semua tambahan dalam jual beli termasuk ke dalam riba. 
Jika dua benda yang dipertukarkan tidak termasuk ke dalam benda-benda 
ribawi, maka tambahan padanya tidaklah termasuk riba. Akan tetapi, jika 
terjadi pada dua benda yang haram adanya selisih harga padanya maka hal 
tersebut adalah tambahan yang tergolong ke dalam riba. Menurut pandangan 
ulama, seluruh riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah adanya pemaksaan 
beban utang terhadap debitur yang melanggar pelunasan utang sampai batas 
waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam Sunnah dikaitkan dengan 
bentuk aktivitas transaksi jual beli.68 
2.   Dasar Hukum Riba 
a. Dasar Hukum Riba dari Al-Qur’an 
Sudah diketahui bahwa dalam Islam riba sudah dilarang dan bahkan 
dikategorikan sebagai dosa besar. Seperti halnya disampaikan dalam firman 
Allah surat Ar-rum ayat 39 sebagai berikut: 
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                       
                   
    
Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta 
manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan 
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya).”69 
Berdasarkan ayat di atas Allah menyatakan secara nasehat bahwa 
Dia tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dalam hal ini, Allah 
menolak anggapan bahwasannya harta yang diberikan kepada orang lain 
sebagai bentuk pertolongan merupakan cara untuk mendekatkan diri 
kepada Allah. Akan tetapi, Allah sangat memuliakan umat-Nya yang 
memberikan sedekah dari harta yang dicintai dan Allah akan memberikan 
balasan berlipat-lipat ganda. 
Selanjutnya berdasarkan firman Allah dalam Qur’an Surat An-Nisa 
ayat 160-161 yang berbunyi: 
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                     
                        
                        
     
Artinya: “karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi 
mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan; dan karena 
mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160). Dan karena 
mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, 
dan karena mereka telah memakan harta orang dengan cara yang bāṭil. 
Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang 
pedih (161).”70 
Ayat di atas menggambarkan bahwa riba adalah perbuatan yang 
zalim dan bāṭil. Ayat ini lebih khusus membahas kezaliman yang dilakukan 
orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, Allah akan menurunkan 
azab yang pedih untuk orang-orang kafir yang masih menjalankan riba. 
Dipertegas kembali dalam firman Allah surat Al-baqarah (2) ayat 
275 tentang pengharaman riba sebagai berikut:  
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                
                     
                    
                           
               
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 
itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”71 
b. Dasar Hukum Riba dari Hadits 
Dasar hukum riba berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari yang 
bersumber dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: 
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  ،ِهَّللِاب ُكْر ِّشلا َلَاق َّ؟نُه اَمَو ِهَّللا َلوُسَر َاي َليِق ،ِتاَقِبوُمْلا َعْب َّسلا اوُبِنَتْجا
 ،ِميِتَيْلا ِلاَم ُلْكَأَو ، ِّقَْلِْاب َّلاِإ ُهَّللا َمَّرَح ِتَِّلا ِسْف َّ نلا ُلْت َقَو ،ُرْح ِّسلاَو
 ،ِفْحَّزلا َمْو َي ِّلَِّو َّ تلاَو ،َابِّرلا ُلْكَأَو ِتاَنِصْحُمْلا ُفْذَقَو  ِتَلَِفاَغْلا
 ِتاَنِمْؤُمْلا72  
Artinya: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat 
bertanya, “Apa itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik kepada 
Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, 
memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita 
mukminah baik-baik berbuat zina”.73 
Hadits di atas menjelaskan bahwa ketujuh perkara yang dapat 
membinasakan umat Islam salah satunya adalah perbuatan riba, artinya 
perkara mengenai perbuatan riba sangat jelas dilarang dengan tegas dan 
diharamkan dalam Islam. 
c. Dasar Hukum dari Ijma’ 
Adapun Pendapat Ulama tentang ‘illat riba adalah sebagai berikut:  
1. Madzhab hanafi  
Illat riba fadhl menurut ulam’ hanafiyah adalah jual –beli barang 
ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, 
gandum, kurma, garam, dan anggur kering . Dengan kata lain , jika barang–
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 barang yang sejenis dari barang–barang yang telah disebut di atas, seperti 
gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat 
tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhl.  
2. Madzhab Malikiyah 
Illat diharamkannya riba menurut Ulama Malikiyah pada emas dan 
perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka 
berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi’a dan riba fadl. 
3. Madzhab Syafi’i 
Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang 
tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitupula uang, 
walaupun bukan terbuat dari emas, uangpun dapat menjadi harga sesuatu. 
4. Madzhab Hambali 
Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang 
paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja 
ulama, Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang 
ditimbang satu kurma. 
3. Jenis-Jenis Riba 
Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada riba yang timbul 
karena adanya utang piutang (riba dayn) dan ada pula yang timbul dalam 
perdagangan (bai‟).  
a. Riba bai‟ terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis 
tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba faḍl) dan riba yang terjadi karena 
 adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dilebihkan karena 
melibatkan jangka waktu (riba nasi‟ah).74 Namun ada pendapat lain yang 
mengatakan bahwasannya riba nasi'ah juga termasuk ke dalam bagian riba 
pinjaman ataupun utang piutang. 
b. riba dayn berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman 
dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan 
oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba dilakukan dengan 
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bāṭil. Dikatakan 
bāṭil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari 
yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat 
keuntungan atau mengalami kerugian.75 Riba qarḍ merupakan salah satu 
bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada 
orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut 
akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa 
diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik 
dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat 
dilunasi oleh pihak yang berhutang.76 
c. Riba nasī´ah disebut juga sebagai riba al-duyūn, karena terjadi pada utang 
piutang dan disebut juga sebagai riba jāhiliyah karena sering terjadi pada 
masyarakat jahiliyah. Sebagian ahli fikih menyebut riba nasī´ah ini sebagai 
riba jally atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran atau 
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 disebut juga sebagai riba qaṭ’ī atau tegas karena tegas pelarangannya di 
dalam Al-Quran.77 
Praktik riba nasī’ah ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang 
biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran 
tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka 
diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti 
paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikannya sehingga 
turunlah ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat 
heran orang musyrik terhadap larangan praktik riba, karena telah 
menganggap jual beli itu sama dengan riba.78 
Adapun yang dimaksud dengan riba nasī’ah adalah kelebihan atas 
piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika 
waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak 
dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh 
tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian 
dengan konsekuensi adanya pertambahan jumlah utangnya.79 Berbeda 
halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang kepada 
orang yang berpiutang ketika membayar dan tidak adanya syarat 
sebelumnya. Dalam hal ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan. 
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 Tambahan yang demikian diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan 
yang iḥsān (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya.80 
Adapun Unsur-unsur riba nasi’ah yang dilakukan oleh masyarakat pra 
Islam di antaranya: 81 
d. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan. 
e. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang 
diperoleh si peminjam. 
f. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu. 
g. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur 
keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman. 
Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai 
riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk 
ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat 
digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari 
adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila 
pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai 
persyaratan awal perjanjian.82 Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang 
dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur. 
Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa riba memberikan keuntungan bagi 
yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan 
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 dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang 
berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang 
ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.83 
4. Sebab-Sebab diharamkannya Riba 
Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya 
transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga 
yang kepadanya penentuan nilai barang dikembalikan. Sementara itu, keempat 
benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 
manusia. Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan menimbulkan 
bahaya dan menimbulkan kerusakan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, 
Islam melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan 
perlindungan terhadap maslahat-maslahat mereka.84 Dari sini tampak jelas 
bahwasannya illat pengharaman riba pada emas dan perak dikarenakan 
keduanya adalah sebagai alat pembayaran. Sementara illat pada barang yang 
lain adalah keberadaannya sebagai makanan pokok. 
Imam Razi menjelaskan beberapa alasan pelarangan riba. Pertama, 
karena riba mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Kedua, riba 
menyebabkan seseorang malas bekerja dan berbisnis. Ketiga, riba akan 
merendahkan martabat manusia. Keempat, riba dapat menyebabkan krisis 
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 ekonomi dan yang kelima riba sudah jelas pelarangannya di dalam Al-Quran dan 
Sunnah.85 
Selain itu, Rasulullah juga pernah menunjukkan bagaimana urgensinya 
pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi. Dalam hal ini beliau 
menjelaskan bahwasannya pemberian hibah yang tak lazim atau sekedar 
memberi tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan 
akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.86 Jadi, pelarangan riba tidak 
hanya berlaku pada perjanjian atas kelebihan terhadap harta pokok atau modal 
saja, tetapi juga berlaku kepada pemberian yang tidak lazim karena adanya 
perasaan ringan dikarenakan adanya transaksi pinjaman atau utang piutang. 
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 
atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 
buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 
sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 
memperoleh landasan teori ilmiah. 
1.   Skripsi Muh. Mahfud, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo 
Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 
Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. 
Wonosalam Kab. Demak)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
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 lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian 
di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Hasil 
penelitian yang didapat dalam skripsi ini adalah bahwa arisan dengan 
sistem iuran menggunakan akad utang-piutang dengan pihak-pihak yang 
ada sebagai anggota arisan, tambahan iuran dalam arisan tersebut sama 
dengan riba dalam utang piutang yang dilarang dalam hukum Islam. 
2.   Skripsi Hadi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Alaudin Tahun 2018 
dengan judul “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang 
Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa 
Paomancang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)” Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang 
digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi langsung pada tempat penelitian di Desa Paomancang 
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian yang 
didapat dalam skripsi ini adalah bahwa arisan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Paomancang menggunakan sistem Tawaran atau lelang  
yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang termasuk kedalam 
kegiatan yang diharamkan dalam Islam, meskipun dalam praktiknya 
terdapat kesepakatan yang diperjanjikan.  
Adapun pemilihan yang penulis teliti mengenai ketentuan hukum 
Islam terkait praktik arisan di Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bandar 
Jaya yang menggunakan sistem bayaran dalam pemilihan pemenang 
 arisan dan dengan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan juga 
sebagai orisinalitas terhadap penelitian yang akan penulis bahas.  
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